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ABSTRAK: -

CATATAN: -

bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia
merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi
simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa bendera,
bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan
manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan
dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa,
dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk
undang-undang.

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan
Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam
Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan,
dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan
kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa
Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.



